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o Hukum . dan peraturan -
ketenagakerjaan  di Indonesia dapat
[ dikelompokkan ke. dalam 3. golongan
yaztu _ _.
a Ketentuan yang dlnyatakan dalam |
! Undang-Undang  Dasar  Republik

Indonesia. |
. Ratifikasi

Internasional.

Konvensi-Konvensi -

. Berbagai

Undang-undang  dan

[ Peraturan.

Republik Indonesia memuat bebcrapa?
- pasal yang mempunyai kaitan Iangsungé
dan tidak langsung dengan administrasi-é
kelenagakerjaanh dan perumusan kebijakan .
. ketenagakerjaan seperti : -
| a. Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan |
! bahwa : Tiap-tiap warga negara:_
berhak  atas I
penghidupan  yang layak  bagi

pekerjaan  dan ;

kemanusiaan:

. Pasal 28A sampai 28) mengenai hak -
asasi manusia; ;
Pasal 31 mengenai pendidikan; :

d. Pasal 34 mengenai jaminan sosial. !

Undang-Undang Dasar (UUD) :

Hingga akhir '.___tahup”'__2_00'5,_"

Indonesia telah meratifikasi 17 Konvensi

ILO, termasuk 8 Konvensi Dasar dan 2 '

' . Konvensi Prioritas. Konvensi ILO ygng\_;_

tuJ uhbelas itu adaiah

a. Konvensi No. 87 tahun 1948 lentang. L.

Kebebasan Berserikat dan
Perlind_:ungan Hak untuk
- - Peforganisasi:

. Konvensi No.98 tahun 1949 tentang

Bersama,
¢. Konvensi No.29 tahun 1930 tentang

Larangan kerja Paksa;

. Konvensi No.[05 tahun 1957 tentang

Penghapusan Kerja Paksa;

Konvensi No. 138 tahun 1973 tentang

Usia Minimum untuk Bekerja;

. Konvensi No. 182 tahun 1999 tentang-?
Larangan dan Tindakan Segera |

Menghilangkan Bentuk Terburuk |

Mempekerjakan Anak;
-8 Konvensi No.100 tahun 1951 tentang

Remunerasi yang sama bagi Pekerja - §
Laki-taki dan Perempuan atas
Pekerjaan yang Sama Nilainya; |

~ Hak Berorgamsam dan li’oe:rundmgf E



Larangan Diskriminasi

Pekerjaan dan Jabatan.
Pengawasan Ketenagakerjaan;
Konsultasi Tripartit:

Periakuan yang Sama terhadap

|. Konvensi No. 27 tahun 1929 tentang '

_ Berat yang Dikirim melalui Kapal;

. m, Konvensi No. 45 tahun 1935 tentang £
Mempekerjakan  Perempuan  dalam

:; n. Konvensi No. 69 tahun 1946 te'ntangé_

o. Konvensi No. 88 tahun 1948 tentang !
Pelayanan Pe'némpatan Kerja; e
p. Konvensi No. 106 tahun 1953 tentang '
fstirahat Mingguan di Perdagangan
dan Perkantoran; Konvensi No. 120 j.
1964

Perusahaan di

~ tahun tentang  Higiene

Perdagangan dan

~ pemerintah kolonial Belanda.

8

. Konvensi No. 114 tahun 1958 tentang
dalam : Indonesia yang penting adalah berturut- - 1

| turut
|\ Konvensi No. 81 tahun 1947 tentang . a.
i Konvensi No. 144 tahun 1976 tentang b,
k. Konvensi No. 19 tahun 1923 tentang  c.
- Kewajiban Laporan Perusahaan;

Pekerja Nasional dan Asing; “d.

Pemberian Tanda Berat atas Kemasan  e.

Semua Bentuk Kerja Tambang; 8

Sertifikasi Tukang Masak diKapal; b

UU No.
. Ketenagakerjaan, _
UU . No2 tahun 2004 -tentang:

Perkantoran. k.
Disamping peraturan perundang-
- undangan yang  diterbitkan

. setelah - Di bawah ini diuraikan lebih lanjut |
kemerdekaan. Indonesia masih tetap ' beberapa pasal dari Undang-Undang' _
{ - menggunakan beberapa Ordonansi produk | Dasar, kedelapan Konvensi Dasar ILO, %

| @dan tiga dati Undang-undang terbaru -

" Diantara peraturan perundangan |

UU No. 3 tahun 1951 tentang :[|
Pengawasan Ketenagakerjaan; . |
Uu No. 1 1970
Keselamatan Kerja:

Uu No. 7

tahun tentang I

tahun 1981 tentang |
Peraturan Pemerintah No. 8 tal'umj
1981 tentang Perlindungan Upah; -
UU No. 3 tahun 1992 tentang "
Jaminan Sosial Pekerja: i B
UU No. 11 tahun 1992 tentang ‘ §
Program. Pensiun;
UU No. 2! tahun 2000 tentang g
Serikat Pekerja; | |
13 tahun- 2003 tentang ! |

Penyelesaian Perselisihan Hubungan -
Industrial:

UU No. 30 tahun 2004 tentang .||
Penempatan  dan-  Perlindungan i §f
Tenagakerja di Luar Negeri; | ..
UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem ' |

Jaminan Sosial Nasional,
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terbaru yaitu UU No. 21 tahun 2000, UU d.  Pasal 28B ayat (2)

¢ No. 13 tahun 2003, dan No. 2 tahun 2004, -

1. Kententuan Undang-Uadang

Dasar _
Mukadimah . atau  Pembukaan
memuat  landasan  Pancasila.

| uvuD
" Terutama tiga diantara 5 Sila tersebut
mempunyai  keterkaitan ~ erat  dengan
' administrasi ketenagakerfjaan yaitu

:: kemanusiaan yang adil dan- beradab,l-
kerakyatan. yang dipimpin oleh hikmat_f

i kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ .

perwakilan. serta mewujudkan keadilan

~ sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
beberapa pasal UUD
' tersebut dikutip di bawah ini.

a.. Pasal 27-ayat (2) :
Tiap-tiap warga negara. berhak atasi-
yang

Disamping -itu.

pekerjaan - dan  penghidupan
layak bagi kemanusiaan,
| b Pasai2s

Kemerdekaan berserikat dan
- berkumpul.  mengeluarkan  pikiran |
dengan lisan. dan tulisan dan°

-sebagainya ditetapkan dengan undang- |
' undang

i ¢ Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta :

‘berhak mempertahankan hidup dan =

kehidupannya.

INFO HUKUM Vo3 Tatun ¥, 7008

- Setiap anak berhak atas kelangsungan

. 'Pasal 28C ayat (1)

 dari ilmu pengetahuan dan tekiiologi, | §
I_(__'l_j@i]ifés hidup dan demi kesejahteraan- -

| Pasal 28C ayat (2)

. Pasal 28D ayat (1)

. Pasal 28D ayat (2)

. serta

28

hidup. umbuh dan berkembang serta |
berhak -

kekerasan dan diskriminasi..

atas' . perlindungan  dari ||

Setiap orang berhak mengembangkan

diri melalyi pemenuhan  kebutuhan
- berhak

pendidikan dan memperoleh manfaat

dasarnya,

mendapatkan N’

seni dan budaya, demi meningkatkan :

umat manusia.

Setiap orang berhak untu'k..rln.emaju- : B

kan dirinya dalam mémperjuangkan N

ha_knya secara kol_ektif untuk :

membangun masyarakat. bangsél. dan '

negaranya.

Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan. perlindungan dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang ‘B

sama di hadapan hukum.

Setiap orang berhak untuk. bekerja " {f'

mendapat ~ imbalan - dan

perlakukan yang adit dan layak dalam ||

hubungan kerja.




Pasal 28E ayat (3) 77 pahwa semua  negara énggbta ILO
Setiap orang berhak atas kebebasan . mempunyai kewajiban untuk memajukan
berserikat. berkurmpul, = dan : dan merealisasikan, dengan itikad baik "}
mengeluarkan pendapat. . _ dan sesuai dengan Konstitusi 1LO, prinsip
Pasal 28H ayat (3) - ~hak dasar pekerja, yaitu : )

Setiap orang berhak atas jaminan a. Kebebasan berserikat dan pengakuan

sosial yang memungkinkan - hak pekerja secara etekuf untuk

- pengembangan dirinya secara utuh - berunding  bersama sebagaimana

‘sebagai manusia yang bermartabat. - dinyatakan dalam Konvensi No.87

Pasal 281 ayat (3) " tahun 1948 danNo.Y¥ tabun TH¥%;
Setiap orang berhak bebas dari ' b. Penghapusan segala. bentuk kerja .
pertakuan yang bersifat diskriminatif . paksa, sebagaimana dinyatakan dalam
atas dasar apapun dan berhak Konveﬁsi No0.29 tahun 1930 dan
mendapat  periindungan  terhadap No.T05 tahun 1957;

perlakuan yang bersifat diskriminatif '¢. Penghapusan pekerja anak secara

it - efektif, sebagaimana  dinyatakan |

Pasal 31 ayat (1) _ _ dalam Konvensi No. 138 tahun 1973 ; |
Setiap warga negara  berhak ' dan No. 182 tahun 1999; dan )

mendapatkan pendidikan. - *d. Penghapusan diskriminasi dalam

. Pasal 34 ayat (2) * pekerjaan dan jabatan sebagaimana - '

Negara  mengembangkan  sistem - dinyatakan dalam Konvensi No.100
jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan  tahun 1957 dan No. 111 tabun 1958.

memberdayakan mabyarakat yang

lemah dan tidak mampu sesuai dengan | Kedeiapan Konven51 Dasar 1LO tersebut g £
martabat kemanusiaan. ;telah diratifikasi Indonesia dan dengan
demikian telah menjadi bagian dari | |

Konvensi Dasar ILO peraturan perundangan dasar Indonesia di
Untuk mewujudkan Deklarasi  1LO - bidang ketenagakerjaan.

bulan Juni 1998 tentang Prinsip dan ' Konvensi No. 87 tahun 1948 tentang‘: '
Hak Dasar dalam Pekerjaan dan | Kebebasan Berserikat dan Perlindungan
Tindak Lanjutnya, juga disepakati : Ber_'org.ﬁnisasidiratiﬁkaéi dengan Keppres |
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beberapa ketentuan. antara lain:

a. Pekerja dan pengusaha mempunyai
hak untuk mendirikan atau menjadi

anggota organisasi atas pilihan sendiri .

tanpa paksaan atau arahan sebelumnya
dari siapa pun; |

b. Pekerja dan pengusaha mempunyai

hak menyusun anggaran dasar dan .

rumah tangga organisasinya masing- .

masing,

secara bebas,

kegiatan-kegiatannya, dan 'menyusun -

program kerjanya:

l ¢ Penguasa atau pemerintah tidak boleh -
melakukan intertensi dalam bentuk .

‘apapun yang dapat membatasi hak dan |

kegiatan organisasi ini.

No. 98 tahun

i lehlaligl-{ak Bcrorganis}aSi dan Berunding

Konvensi 1949

. Bersama diratifikasi melalui Ul No. 18-

tahun  1956. Para  pekerja  harus

memperoleh perlindungan yang cukup

- atas tindakan anti serikat pekerja dan atas -

diskriminasi dalam pekerjaan ~mereka.

Pertindungan harus diberikan terutama -

i terhadap tindakan yang dilakukan dalam
. bentuk:

I (1) Membatasi  atau melarang pékérja_

INFO Mo VoS i 908

No. 83 tahun 1998. Konvensi ini memuat ' (2) Memberhentikan

memilih ~ wakil-wakilnya -

mengorganisasikan

- mengizinkan

untuk menjudi anggota serikat pekerja: -

karena’

pekerja
© mengikuti'  serikat  pekerja  atay |
berpartisipasi dalam kegiatan serikat ’
pekerja. ' o
Para pekerja dan pengusaha harus
memperoleh perlindungan atas tindakan
yang satu terhadap yang lain atau atas I
tindakan organisasi yang satu terhadap
yang baik

pembentukannya  maupun

lain, dalam  hal
“dalam -
menjalatkan fungsi dan kegiatarinya,

Kondisi nasional harus diciptakan untuk

- mendorong perundingan antara organisasi

pekerja dan pengusaha secara sukarela.
terutama untuk merumuskan perjanjian
kerja bersama. '

1930

Konvensi No. 29 tahun

tentang Larangan Kerja Paksa diratifikasi -

sejak pemerintah kolonial Befanda tahun - |
1933. Setiap kerja atau” pelayanan yang
diminta dari seseorang tidak boleh karena

- dipaksa " atau sebagai hukuman. akan

tetapi harus' dilakukan secara sukarela. [f

Penguasa yang berwenang tidak boleh ||

kerja  paksa  untuk
keuntungan perorangan. perisakdan' dtay’ |

organisasi swasta apapun.

~ Konvensi No. 105 wahun 1957 tentang - §

Penghapusan Kerja Paksa diratifikasi
melalui UU No. 19 tahun 1999,

30



Konvensi

3 pemerintah~ untuk. melakukan tindakan

menghapuskan semua bentuk kerja paksa,

antara-lain bila difakukan :
a.” Scbagai -atat tekanan politik atau
hukuman

pendidikan - atau

ketertiban politik atau mengeluarkan

- pernyataan politik atau ideologi yang -

bertentangan terhadap politik atau ' -

sistem sosial ckonomi yangada:

Sebagai . cara - memobilisasi - dan
menggunakan  pekerja -dengan  atau
atas nama pembangunan ekonomis;

c. Sebagai alat mendisiplinkan pekerja;

. pekerja dalam pemogokan:

Schagai alat diskriminasi berdasarkan
- perbedaan.  suku,  status  sosial
kebangsaan dan agama.

Konvensi No. - 138 * tahun

| diratifikasi melalui UU No. 20 tahun

1999, Konvensi ini menyatakan antara: -

lain bahwa ;
a. Setiap negara harus mengupayakan

dan merumuskan: kebijakan - hasional

yang menjamin penghapusan pekerja

. anak . secara. efektif, dan

progresif meningkatkan batas usia -
ker}a\tidak kurang dari usia anak

menyelesaikan sekolah wajib, dan

ini meminta semua

atas .

Sebagai hukuman - atas partisipasi .

1973 °

tentang. Usia Minimum: untuk - Bekerja -

secara -

3l

" ata tidak kurang dari 15 tabun: [}

~Usia ‘minimum untuk bekenja di

merusak keschatan,.keselamatan -dan

~atau’ moral orang usia ‘muda, fidak
boleh kurang dari 18 tahun; -

¢. Larangan usia minimum di atas tidak

- berlaku dalam melakukan pekerjaan' -

sebagai bagian terpadu dari :

(1) program pendidikan atau

pelatiran dalam dan oleh lembaga

©untuk it

(2) Program: pelatihan di tempat kerja -

* atas.izin instansi yang berwenang; : I

(3) program bimbingan-atau orientasi .

yang disusun memfasilitasi untuk

‘memilih pekerjaan atauipelatihan.

UU No. 20 tahun 1999 tentang

Ratifikasi Konvensi No. (38 tersebut

secara ‘eksplisit menyatakan bahwa usia : I

tahun.

Konvensi No.. 182 tahun 1999
tentang Larangun dan Tindakan Segera
untuk Bentuk: - Kerja
Terburuk - )
diratifikasi melalui UU No. | tahun 2000, .
Konvensi- ini antara lain -menyatakané
bahwa :

'a Setiap ~negara. harus - mengambil

Penghapusan

dan ‘Tindak - Lanjutnya

- tindakan - segera . dan efektif untuk:

tempat-tempat. berbahaya yang dapat _ [f

kerja mi'nimum di Indonesia adalah 15 1
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' menjxim_in : pelar'ahg'ah o

penghapusan segala bentuk terburuk

dalam mempekerjakan anak di bawah -

- 18 1ahun sebagai hal yang mendesak:
| b. Bentuk terburuk mempekerjakan anak
mencakup antara fain :

(1)

- yang - . serupa . dengan itu,

perdagangan anak. atau kerja

paksa;
Melibatkan

prostitusi. melakukan atau untuk

2) anak dalam
- produksi film pornografi;
(3)
memproduksi atau
-memperdagangkan
- barang dan obat terlarang:
(4) Pekerjaan  yang dapat
membahayakan
keselamatan, dan moral anak.
1951

Konvensi No. 100 tahun

i temang Remunerasi yang sama untuk -

_ Pekerja lLaki-laki dan Perempuan atas

; | Pekerjaan yang Sama Nilainya diratifikasi
i melalui UU No. 80 tahun 1957,
" istilah

Datam - hal ini

| mencakup gaji-pokok. atau upah atau gaji

~ minimum. dan semua tunjangan yang -

[ diberikan pengusaha secara langsung. atau

tidak langsung, dalam. bentuk tunai atau

dan -

Semua beniuk -perbudakan atau -

-Melibatkan anak dalam kegiatan

barang- .
: pernerintah

- . kesehatan,

- membatasi

3. Undang-undang No. - 2I

remunerasi -

barang kepada pekerja sebagai imbalan

atas jasa kerja yang  diberikannya.
Ketentuan ini dapat dilaksanakan antara
lain menerbitkan

dengan peraturan

perundangan nasional. mekanisme resmi*

“untuk penetapan upah, dan atau melatui

perjanjian bersama.
Konvenst: No. (11 tahun

tentang Larangan Diskriminasi dalam

- Pekerjaan dan Jabatan diratifikasi dengan

UU No..21 tahun 1999. Dalam hal ini

" istilah '.‘:pekerjaan_ dan - jabatan. juga
- mentakup . akses untuk - -mengikuti

pelatihan, akses wuntuk . memperoleh Il

" pekerjaan dan menduduki jabatan, serta

menyangkul syarat-syarat kerja. Setiap
_-harus menghapuskan
perbedaan, pengecualian atau. preferensi

yang dibuat berdasarkan perbedaan suku,

~warna kulit, jenis kelamin, agama, aliran

:polit'ik -atau- asal usul, yang berdampak

atau menimbulkan
ketidakadilan memperoleh kesempatan
atau perlakukan dalam pekerjaan atau
jabatan.

Tahun

- 2000

- Hak untuk menjadi anggota atay .

mendirikan suatu organisasi merupakan

hak  dasar setiap pekerja yang dijamin

: dalam pasal 28 UUD.

kh

T |



Hak dasar ini juga merupakan ‘tema
“sentral dari Konstitusi ILO dan berbagai
Konvensi 11O lainnya.

_ 2000 tentang Serikat  Pekerja  sangat
" monumental dalam ~pergerakan serikat
pekerja di Indonesia karena Undang-
undang tersebut memuat ketentuan dasar
UUD dan Konstitusi 1LO dan Ketentuan
dasar dari Konvensi I.L() yang sangal
penting yaitu Konvensi No. 87 tahun 1948
dan No. 98 tahun 1949,

UU  No. 21 2000

3 menvatakan bahwa satu serikat pekerja di

tahun

satu perusahaan dapat didirikan oleh
paling sedikit 10 orang pekerja di
perusahaan dimaksud. Serikat pekerja
| dapat dibentuk berdasarkan sektor atau
| bidang usaha. jenis jabatan atau kategori
Kebebasan juga

memungkinkan pembentukan lebih dari

lain. berserikat
satu serikat pekerja di suatu perusahaan.
_ Setiap serikat pekerja dapat disusun dalam
struktur hierarkhis. mulai dari tingkat
perusahaan ke tingkat kabupaten/kota. ke
tingkat  provinsi  hingga
nasional. Oleh paling sedikit 5 serikat
| pekerja seperti dapat membentuk federasi
scrikat  pekerja. Konfederasi serikat
pekerja dapat dibentuk oleh paling sedikit

3 federasi serikat pekerja.

Undang-undang No. 21 - tahun

ke tingkat

o

Setiap serikat pekerja. federasi atau
konfederasi -serikat pekerja, - harus
mempunyai anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga. Semua serikat peketja;
federasi dan konfederasi serikat pekerja -
harus mencatatkan diri ke kantor _étau
dinas tenagakerja -setempat. Pencatatan
ini penting bukan hanya sebagai buki
keberadaannya. supaya dapat diterima
pengusaha secara .tbrmél,- akan tetapi juga
untuk membangun atau melengkapi pusat
informasi ‘mengenai  perkembangan
serikat pek_:'crja,-\yaﬂg pasti dibutuhkan
dan seftap saat dapat digunakan oleh -
mitranya di -masyarakat. Serikat pekerja
yang secara resmi telah tercatat di kantor
dinas tenagakerja, mempunyai hak untuk .:
berunding. dengan pengusaha |
merumuskan perjanjian kerja bersama :
(PKB) dengan -catatan bahwa serikaté
pekerja tersebut telah memiliki anggota
lebih dari 50% dari seluruh pekerja.
Pengurus serikat pekerja juga berfungsi -
mewakili-anggotanya di BKS Bipartit dan -

lembaga-lembaga lainnya.
/ _ .
4. Undang-undang No.13 Tabun 2003

13

Ketenagakerjaan

-Undang-undang No. tahun * §
2003

mempunyai cakupan yang sangat luas.

tentang
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: d Pemulangan
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| Ordonansi dan 7 Undang-undang lama

yang  dicabut  bersamaan  dengan
pemberlakuan UU No. 13 ahun 2003 ini.

Keenam Ordonansi yang dicabut adalah

| - mengenai :

- a. Pengerahan' pekerja Indonesia untuk .

bekeria di lvar Indonesia;
b.' Pembatasan pekerja anak dan kerja
malam bagi perempuan:
c. -Pekerja anak dan orang muda di kapal
- Jaut;

dikerahkan dari luar Indonesia.

. Pembatasan pékerja anak-anak.

Ketujuh  Undang-undang yang
dicabut adaiah : - _
a. UU No. 1 tahun 1951 tentang Syarat

Kerja;

é'b'.'UU No. 21:tahun 1954 tentang

Perjanjian Kerja Bersama;
¢. UU No. 3 tahun 1958 tentang
Penempatan Tenagakerja Asing;

§ d. UU No. 8 tabun 1961 tentang Wajib

Kerja Sarjana; -

e, UU No.7 tahun 1963 tentang

- Pencegahan Pemogokan/Lock-out di
Perusahaan dan Jawatan yang Vital;

f. UU No.l4 tahun [969 tentang

Ketentuan  Pokok .mengenai tenaga

kerja:

Undang-uﬁdang ini memuat isi dari 6 gUU No.25 tahun

tenagakerja yang -

“i997

" Ketenagakerjaan.

Pembangunan. - ketenagakerjaan

dilakukan - secara - - terpadu dan

tentang _ [|

terkoordinasi dalam kerangka

pembangunan manusia

_pembangunan. Indonesia  merupakan  J§

indonesia : |

seutuhnya:dan :pembangunan masyarakat

seluruhnya untuk meningkatkan martabat, [f

harkat dan harga diri tenagakerja dan |

seluruh masyarakat.

Pembangunan  ketenagakerjaan g

mempunyai

banyak dimensi. ' |
- Pembangunan  ketenagakerjaan  saling d |
~ terkait dengan pengusaha, pekerja, serikat'%

pekerja, pemerintah . dan masyarakat.

Oleh  sebab- - it .pembang_una__n.

ketenagakerjaan harus 'dise_le_nggarakan

atas asas keterpaduan melalui kerjasama -

lintas sektoral, baik di tingkat nasional

maupun di  tingkat ‘provinsi ~ dan |

kabupaten/kota.
ketenagakerjaan beértujuan untuk ;

a. Memberdayakan dan membudayakan . f
‘tenagakerja  secara - optimal dah |

manusiawi;

kerja dan penyediaan _tenagakerja? |
kebutuhan

sesuai dengan
pembangunan nasional dan daerah;

.34

yang saling _méndukhng baik dalam . |
koordinasi fungsional maupun koordinasi . |

" Pembangunan : |

~b. . Mewujudkan pemerataan kesempatan




I pekerja‘buruh

¢.  Memberikan perlindungan kepada
téenagakerja  dalam mewujudkan
kesejahteraan: dan

. Meningkatkan kesejahteraan

tenagakerja dan keluarganya.

b. Kesempatan dan Perlakuan Sama
Bab I UU No. 13 tahun 2003

' terdiri dari hanya dua pasal yaitu Pasal § -

dan Pasal 6. yang menyatakan : Setiap

sama  tanpa  diskriminasi

memperoleh  pekerjaan. - Setiap
berhak

perlakuan yang sama tanpa diskriminasi

memperoleh

dari  pengusaha. Artinya,

hak

kesempatan yang sama untuk memperoleh

lenagakerja  mempunyai
pekerjaan dan penghidupan yang layak
sesuai dengan minat dan kemampuannya.
Untuk

memberikan

itu, setiap - pengusaha

kesempatan  yang  sama

~ kepada semua pencari  kerja dalam

penetimaan pegawai. Demikian juga

yang sama terhadap semua pekerja dalam
hal penugasan, promosi, pemberian upah,

pemberian penghargaan, dan pemberian

tindakan disiplin, sesuai dengan kriteria -

.' yang telah ditetapkan teriebih dahulu.

33

untuk

dan :

: dimaksudkan

harus

- seluas-luasnya,

* meningkatkan
. tenagakerja

“Sesuai dengan Konvensi 1LO No. 111§

tahun 1958, yang telah diratifikasi dengan |
Undang-undang No. 21 tahun 1999, tidak ' §
boieh dilakukan - diskriminasi .. dalam - §
dan perlakuan

penerimaan terhadap

- pekerja berdasarkan ras. warna kulit.

jenis kelamin, agama,. aliran politik. dan
suku. Ketentuan ini termasuk salah satu

hak dasar pekerja.

"¢. Perencapaan, Tenagakerja dan
tenagakerja memiliki kesempatan yang . ' -

Informasi Ketenagakerjaan

Pemerintah  berfungsi menyusun -

- perencanaan tenagakerja sebagai dasar -
" dan acuan penyusunan Kebijakan, strategi - |

* dan pelaksanaan pembangunan ketenaga-
setiap -

kérjaan, baik perencanaan tenagakérja

makre maupun perencanaan tenagakerja

- mikro. Perencanaan tenagakerja makro

untuk menjamin

pendayagunaan tenaga-tenaga  secara

optimal dan produktif dalam mendukung ||

pertumbuhan e¢konomi dan sosial serta : |

membuka kesempatan kerja produktif |

baik secara nasional [}

pengusaha harus memberikan perlakuan" - maupun di seluruh daerah. Perencanaan

. tenagakerja mikro dimaksudkan untuk

pendayagunaan - [}

secara  optimal  guna’
peningkatan kinerja A{ produktivitas

perusahaan, instansi atau unit yang

) be_rsasrigkutan.
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[ Untuk  penyusunan rencana tenagakerja

| tersebut diperlukan informasi

ketenagakerjaan meliputi- penduduk dan
tenagakerja. kesempatan kerja, pelatihan

a kerja. produktivitas tenagakerja,

hubungan industrial. kondisi lingkungan

Il kerja. pengupaban dan  kesejahteraan

- tenagaketja, serta  jaminan  sosial

tenagakerja. Informasi ketenagakerjaan

tersebut dihimpun dari semua instansi

_yang terkait, baik instansi pemerintah

B maupun swasta, |.embaga pendidikan dan

lembaga  latihan misalnya  perlu
| ~memberikan informasi mengenai jumlah
- dan kualitas lulusan serta jumlah putus
sekolah. PeruSéhaanéperusahaan perlu
| memberikan ‘informasi mengenai
lowongan kerja., kebutuhan latihan, upah,

kecelakaan kerja. dan lain-lain.

d. Pelatihan Kerja

Peiatihan  kerja  dimaksudkan

untuk  membekali dan meningkatkan

kemampuan, kompetensi dan

produktivitas pekerja. Pelatihan kerja
' dapat diselenggarakan oleh Pemerintah,
lLembaga Pelatihan Swasta. dan -oleh
Perusahaan di tempat kerja, dengan
~ memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan

dunia usaha di dalam dan di luar negeri.

i
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- Program pelatihan harus mengacu kepada

- standar kompetensi dan dapat dilakukan |
secara berjenjang mulai dari tingkat

_ dasar, tingkat terampil dan tingkat ahli.
Lembaga pelatihan kerja' swasta
wajib memperoleh izin dari instansi yang
di
kabupaten/kota.

bertanggungjawab bidang
di

- Lémbaga pelatihan kerja oleh instansi

ketenagakerjaan

- Pemerintah, mendaftarkan kegiatannya -

pada

; pclatihén_' kerja swasta perlu memperoleh

instansi. dimaksud. Lembaga

~akreditasi dari Lembaga Akreditasi.
: Peﬁéakuan kompetensi kerja bagi lulusan
. program pelatihan  diberikan melalui -
ésertiﬁkasi. kompetensi ~ kerja  setelah

- mengikuti tes atau uji kompetensi.

Pemagangan - dilakukan sebagai ;
bagian dari sistem pelatihan kerja, yang
diselenggarakan secara terpadu antara

~lembaga pelatihan dengan bekerja secara
; langsung di perusahaan di bawah
- bimbingan dan pengawasan instruktur
atau pekerja yang lebih berpengalaman.
pemagangan
berdasarkan persyaratan dan kualifikasi

_ Program disusun
jabatan - dan dapat disusun berjenjang.
Afitara ~ pengusaha
dan dibuat
- perjanjian pemagangan yang memuat

- pemagangan peserta,

ketentuan jangka waktu pemagangan,

36

penyelenggara - §



” kewenangan dan kewajiban pengusaha.

_ ~¢. Penempatan Tenagakerja

| Setiap tenagakérja mempunyai hak
- dan keserhpatan yang sama
{ memitih, mendapatkan. atau pindah

pekerjaan dan memperoleh penghasilan

yang Iayak di dalam dan luar negeri. -
Penempatan tenagakerja dilakukan secara -

{ terbuka, bebas, obyektif, adil, dan tanpa !

| . diskriminasi, diarahkan

menempatkan tenagakerja pada jabatan |

yang tepat sesuai dengan keahlian,
keterampilan,  bakat, minat,  dan
! - kemampuan lenagakerja. dengan :

memperhatikan . harkat, martabat, hak -

asasi. dan perlindungan hukum.

Pengusaha . atau ~pemberi kerja '

dapat merekrut sendiri tenagakerja yang '

dib._utuhkan atau  melalui

| penempatan  tenagakerja.

i penempatan tenagakerja dapat dilakukan

oleh instansi pemerintah dan lembaga |

swasta. Pelaksana penempatan  wajib
memberikan perlindungan sejak ;
rekrutmen sampai penempatan

tenagakerja. dan setelah itu pemberi kerja
wajib memberi perlindungan keselamatan

dan kesehatan kerja serta kesejahteraan

“pekerja.

[ hak “dan  kewajiban peserta, serta -

unluk.;
JLO No. 88 tahun 1948 yang telah [

untuk

pelaksana

Pelaksana -
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Penempatan tenagakerja swasta harus |
berben.luk badan hukum dan dépat |
: diselénggarakan hanya setelah mendapat : |
izin Menteri |

Tenagakerja  dan

Transmigrasi. Sesuai dengan Konvensi . [f

" diratifikasi melalui Keputusan Presiden - I
No. = 36 2002,

penempatan tenagakerja dari instansi J

tahun pelaksana
pemerintah tidak boleh memungut biaya | I

dari pekerja. Lembaga penempatan
tenagakerja swata dapat memungut biaya * |
dari pengguna dan dari tenagakerja

. golongéin tertentu.

Penggunaan Tenagakerja Asing -

f.
Tenagakerja -asing (TKA) dapat :
. bekerja di Indonesia hanya dalam -

hubungan kerja untuk jabatan tertentu
 dan waktu tertentu, setelah mendapat izin * |
‘dari  Menteri  Tenagakerja  dan . §
Transmigrasi. Penggunaan TKA harus
- secara selektif untuk memberi peluang -

. bagi tenagakerja Indonesia dan harus !'
5me{njamin proses alih teknologi. Untuk -
“itw  setiap perusahaan yang akan -
" menggunakan TKA wajib menyusun
 Rencana Penggunaan Tenagakerja Asing '

(RPTKA) yang disahkan oleh Menteri -

. Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

. HNFO HUKUM Vol.2 Tahwn VI, 2006



. TKA dilarang menduduki jabatan yang

| mengurusi kepegawaian atau personalia, -

serta jabatan-jabatan  tertentu

: diletapkan. oleh Menteri, Perusahaan atau
pemberi kerja yang menggunakan TKA,

| wajib : _

F A menaati ketentuan standar kompetensi

yang dipersyaratkan:

Indonesia

. menunjuk  tenagakerja

sebagai pendamping TKA dalam
alih

‘rangka alih dan

keahtian dari TKA,

teknologi

. melaksanakan pendidikan dan
pelatihan bagi tenagakerja [ndonesia

" pendamping TKA:

atas

. membayar kompensasi

mempekerjakan TKA;

__memuléngkan' TKA Ke negara asalnya |

setelah hilbungali kerjanya berakhir.

Perjunjian Kerja
Hubungan Kketja terjadi karena

adanya perjanjian kerja antara pengusaha

dan'pekerja. Perjanjian kerja dibuat atas
dasar kesepakatan kedua belah pihak. |

tidak

bertentangan  dengan  ketertiban  umum,

Pekerjaan  yang  diperjanjikan

yang

 Perjanjian kerja dapat dibuat untuk
waktu tertentu dan untuk waktu tidak
tertentu. P.erj'a.nji.'a'n. kerj;:ii.dak " dapat
_ditarik kembali dan/atau diubah kecuali _

. atzis _persetujuan kedua._ | belah "pihak. Al ‘
éDaIam pcrjat}jiéﬁ kerja untuk waktu - 1
tertentu, tidak berlaku masa percobaan.

tidak

Perjanjian. kerja untuk waktu

tertentu. -~ dapat mensyaratkan masa
. boleh lebils- rendah dari upah minimum - §

: yang '.&itetapkan oleh

Menteri .
; Téhé’éék"érja dan Transmigrasi. |
_h. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian  kerja ‘untuk  wakty
tertentu  tidak dapat dibuat  untuk :
pekerjaan yang bersifat tetap, akan tetapi -
'hanya untuk pekerjaan tertentu  yang | '
menurut jenis dan ‘sifat atau’ kegiatan !
pekerjaannya akan ‘selesai dalam waktu

tertentu, yaitu ©

(1) Pekerjaan yang sekali selesai atau |
~ sementara sifatnya;

() Pékerjaan yang

* diperkirakan

penyeiesaiannya dalam waktu yang

kesusilaan, dan  peraturan perundanﬁn\' tidak terlalu lama dan paling lama 3

yang berlaku,
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percobaan, akan tetapi upahnya tidak §



(3) Pekerjaan yang bersifat musiman; -

atau
{4) Pekerjaan yang berhubungan dengan
produk baru. kegiatan baru, atau
‘produk tambahan yang masih dalam

percobaan atau penjajakan.

Perianjian kerja waktu tertentu:._

(PKW'T) dilakukan untuk paling lama dua
'_ tahun. akan tetapi dapat diperpanjang atau

diperbaharui. Perpanjangan PKWT dapat |

dilakukan hanya satu kali untuk paling

| |lama satu tahun. Pembaruan PKWT dapat i_
|~ dilakukan hanya satu kali untuk paling§

" lama dua tahun setelah PKWT yang lama

" berakhir pating sedikit 30 hari.

i. Perlindungan, Pengupshan,

. Kesejahteraan

Waktu kerja dalam satu minggu .
ditetapkan 40 jam. dapat diatur dalam dua -

alternatit. Pertama. 6 hari dalam satu

minggu dan maksimum 7 jam dalam saty

hari. Kedua, 5 hari dalam satu minggu dan |
maksimum 8 jam dalam satu hari. Apabila |

pengusaha merasa butuh mempckenakan

pekerja melebihi waktu kerja yang telah !
ditentukan. pengusaha wajib membayar

upah lembur.
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istirahat  paling-
setelah bekerja
' Setiap - pekerja .

' seminggu.

" bulan

dan .

e

Waktu kcrja lembur pahng lama 3 jam

satu hari dan |4 jam satu minggu.

Setiap pekerja  berhak - nmemperoleh
sedikit - setengah jam |

4 jam terus-menerus.

jstirahat satu hari dalam satu minggu

apabila dia bekerja 6 hari kerja seminggu -

* atau dua hari bila dia bekerja 5 hari dalam

juga |
mempunyai hak cuti 12 hari kerja dalam

Setiap  pekerja
setahun. o

- Pekerja perempuan tidak boleh
diwajibkan bekerja pada hari pertama-dan | |
kedua waktu haid. Pekerja perempuan
berhak memperoteh -istirahat- selama 1,5
menurut - |

sebelum  saalnya

perhitungan dokter/bidan melahirkan dan - |
1,5 bulan sesudah melahitkan anak. - |

fPekc‘rja perempuan berhak beristirahat.

1.5 bulan setclah mengatami gugur;

kandungan.

Pekerja tidak wajib bekerja pada
hari-hai resmi. Pekerja berhak menerima -
upah penuh pada- hari libur resmi. 1
istirahat mingguan, istirahat atau cuti 5_
| tahunan dan cuti panjang, serta pada saat 1

haid, cuti melahirkan dan cuti gugur &

" kandungan bagi pekerja perempuan.

berhak memperoleh ]
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- perlindungan  atas - keselamatan dan
kesehatan kerja, moral dan kesusilaan,
dan perlakuan yang sesuvai:dengan harkat
dan - martabat manusia, serta nilai-nilaj
Untuk i,

agama. pengusaha  wajib

menerapkan . sistern -manajemen
| - keselamatan dan kesehatan kerja secara
terintegrasi - dengan manajemen
perusahaan. Pengusaha wajib menyusun
program . dan  menyediakan sarana
pengaman  keselamatan dan  kesehatan
[ - kerja sesuai dengan Undang-undang No. |

| tahun 1970 dan peraturan pelaksanaannya,

Setiap pekerja berhak memperoleh -

penghasilan vang memenuhi penghidupan

yang layak -bagi kemanusiaan. Dalam

rangka perlindungan pengupahan dan

| untuk memenuhi penghidupan yang layak

tersebut,  ° Pemerintah menetapkan

[ - kebijakan atau ketentuan mengenai upah

minimum baik menurut provinsi dan atau
kota/kabupaten, maupun menurit sektor
dan atau sub sektor. Dalam rangka

[ meningkatkan kesejahteraan pekerja’ dan

“keluarganya. . - pengusaha wajib
! mempertanggungkan - pekerja = pada -
| program  jaminan . sosial tenagakerja -

1 (jamsostek).

Setiap pekerja - berhak  memperoleh

Sesuai. - dengan kemalﬁpuan.-pengusaha

dianjurkan menyediakan fasilitas

kesejahteraan seperti pelayanan: keiuarga . §
berencana,

“lemipat  penitipan: - -bayi,

-perumahan pekerja, fasilitas béribadah,

fasilitas olah raga, kantin, dan mendorong

pembentukan koperasi pekerja.

i+~ Hubungan Industrial _
adalah

sistem hubungan. antara para pelaku

Hubungan  industrial
proses ﬁmduksi- yaitu-pengusaha, pekerja,
dan Pemerintah. Tujuannya adalah untuk -
menumbuhkcrﬁbangkan -hubungan . yang ;_
aman.dan harmonis antara pengusaha dan ° i
pekerja. Untuk mencapai tujuan- tersebat. f
setiap pengusaha perlu mengembangkan |
sikap . memperiakikan: pekerja -sebagai
manusia atas dasar - kemitraan yang
sejajar sesuai  dengan kodrat, harkat,

martabat dan harga diri pekerja. Di lain g
pihak, para pekerja perlu mempunyai :
sikap rasa ikut memiliki serta memelihara -
kelangsungan usaha. Untuk itu semua, |
perlu 4
Peraturan

sarana.  hubungan industrial
di-bahgun yang terdiri dari :
Perusahaan, -Badan Kerjasama Bipartit; ' :.
Serikat

Bersama, - Organisasi' Pengusaha, Badan ' |

‘Pekerja,  Perjanjian

Kerjasama Tripartit, Peraturan Perundang * [}
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| undangan Ketenagakerjaan, dan Lembaga
_- Penyelesaian Persetisihan Industrial.

k.  Pemutusan Hubunga_n' Kerja
Pengusaha, pekerja dan  serikat

| pekerja  harus  secara  bersama-sama -
berupaya untuk menghindari pemutusan
hubungan kerja (PHK). Pengusaha dapat
memutuskan hubungan kerja- seseor‘ang-
pada dasarnya hanya setelah menetima |
persetujuan Pengadilan ~ Hubungan i
Industrial. Permintaan izin mefnutu'skan_.'
hubungan kerja harus  diajukan sécﬁra
|- tertulis melalui Dinas Tenagakerja dengan
menyampaikan = alasan kenapa harus
melakukan PHK. Dinas

akan memfasilitasi j

Tenagakerja !

melatui  mediator

yang bekerja kurang dari satu tahun
sampai 9 bulan gaji untuk yang telah ;: '_

" bekerja 8 tahun atau lebih:- |
(2) Uang penghargaan masa kerja mulai
dari dua. bulan | gaji untuk yang
bekerja tiga tahun atau lebih tetapi - |
kurang dari 6 tahun. hingga 10 bulan |
gaji bagi orang yang telah bekerja 24
-tahun atau lebih: u
(3) Uang penggantian hak yang belum '
diterima, mellputu penggantian cuti |

' '_tahunan yang belum diambil. biaya
kembah ke tempat pekerja diterima.

" dan 15% dari uang pesangon dan
penghargaan masa kerja sebagai
pengganti fasilitas perumahan dan
pengobatan.

pengusaha dan pekerja untuk mencari L

Bila kedua pihak tidak -
maka mediator
ke

| Pengadilan Hubungan Industrial. Selama .

penyelesaia'n‘
mencapai - Kesepakatan,
akan melimpahkan  kasusnya
[ Pengadilan Hubungan Industrial belum
memberikan izin PHK, pengusaha da_n%
pekerja  yang berselisih  harus tetap
melakukan kewajibannya masing-masing
seperti biasa. Bila pengusaha melakukan
PHK. maka pengusaha wajib membayar:

(1) Uang pesangon sesuai dengan masa

kerja mulai dari satu bﬁl_an_ gaji _untuk

41

* dari-
~ Kabupaten/Kota.

s, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 -
Berdasarkan- UU No, 2 ‘tahun "
2004, persélisihan” hubungan  industrial

yang selama ini diselesaikan ~Panitia - §

Penyelesaian Perselisihan  Perburuhan
(P4) Dacrah dan P4 Pusat dialihkan untuk | |

diselesaikan oleh Pengadilan Hubungan |}

Industrial, yang dibentuk sebagai bagian
di
Pengadilan -

Pengadilan - -Negeri tingkat

Namun

‘Hubungan Industrial (PHI) ‘mempunyai : |

kewenangan yang terbatas hanya untuk
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i berwenang

i perselisihan  perdata. PHI

© dari -perselisihan hubungan industrial.

_' yaitu yang terkail dcn;,an persehsuhan'

! hak,
5 persehs:han pemutus hubungan kerja. dan

perselisihan kepentingan,

| perselisihan antar serikat pekerja.

Pihak yang tidak dapat menerima

Keputusan PH! mengenai perselisihan hak
dan perselisihan PHK, masih dapat naik
: banding langsung ke Mahkamah Kasasi
.' Hubungan Industrial ~yang dibentuk
sebagai bagian dari Mahkamah Agung.

,; Akan tetapi Keputusan PHI mengenai

perselisihan kepentingan dan perselisihan

antar serikat peketja sudah bersifat final.

tidak dapal lagi dimintakan naik banding.

| Ini berarti bahwa sistem PHI jauh lebih

i sederhana dan membutuhkan waktu yang

lebih pendek dari sistem lama dengan -
mekanisme P4D dan P4P. Akan tetapi
- dan atau denda, Demikian juga misalnya :

Pengadilan . Hubungan "Industrial tidak

petanggaran pidana di bidang hubungan

| industrial. UU No. 13 tahun 2003 memuat .
tertulis dari Menteri. Pasal |85 Undang-

sejumlah  sanksi  atas bebé'rapa

pelang,aran pidana dengan atau tanpa

| memeriksa dan mengadili aspek perdata :
. minimum satu tahun dan maksimum 4 ' ]

dari perselisihan hubungan  industrial,

| akan tetapi aspek pidananya akan kembali
| diadili oleh Pengadilan Umum. Misalnya
UU-No. 13 tahun 2003. Pasal 167 ayat (5)
- menyatakan bahwa :
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I mengadili dan memutus perkara perdata

“memeriksa dan. mengadili

berwenang |

tidak -

dalam

Setiap pengusaha  yang
mengikulsertékan pegéwainya
prografn pensiun, diwajibkan membayar - :
uang pesangon, uang penghargaan masa

kerja, dan kompensasi pada ‘saat putus

- hubungan kerja karena usia pensiun. . [J.

184 UU No. 13
menyatakan bahwa setiap - pengusaha

Pasal tersebut -

yang melanggar Pasal 167 ayat (5) di atas -

- diancam dengan hukuman pidana penjara - j§
~minimum satu tahun dan maksimum $ r
“tahun dan atau denda minimum Rp 100
s juta dan maksmum Rp 500 juta. Bila ]

pekerJa ‘menuntut haknya dan tudak'f-

. diperiui pengusaha, dia dapat mengadu |

ke PHI, dan PHI mewajibkan pengusaha . |
membayar yang menjadi hak pekerja. -
Namun, PH! tidak berwenang untuk - |
mengadili ‘aspek  pelanggaran pidana ; .

Pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa : §

- setiap perusahaan yang mempekerjakan

lcnagakerja asing harus mendapat izin
undang No. 13 tersebut menyatakan
bahwa pelanggaran atas Pasal 42 ayat (1) |
ini" diancam -hukuman pidana penjara ’

“tahun-dan atau denda minimum Rp 100 |
“juta dan maksimum Rp 400 juta.
: Pelanggaran seperti ini berada di luar |
: kewenangan PHL‘***#***#********#* ’
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